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PENGANTAR TIM EDITOR

Bismillahirrahmanirrahim!
Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas izin dan perke-
nan-Nya sehingga buku yang berjudul ”Penguatan Kedaulatan Indone-
sia sebagai Negara Maritim, Kajian Dari Berbagai Perspektif’ ini da-
pat diterbitkan. Sungguh suatu karunia yang maha besar dari-Nya atas
terselesaikannya karya ini, mengingat banyaknya liku-iku yang dihadapi
dalam proses penyelesaiannya. Guyuran hujan abu vulkanik hasil letusan
Merapi dan suasana mencekam wilayah Yogyakarta dari intaian ’amuk’
Merapi, serta ancaman 'wedhus gembel’ (awan panas) hasil semburan
Merapi yang sejak awal letusan (26 Oktober 2010) telah meluluh-lantah-
kan puluhan desa/kampung dan menelan ratusan korban, merupakan
sekilas gambaran ’traumatik’ yang turut mengiringi langkah penuntasan
buku ini. Bahkan saat menuju proses naik cetak (medio November 2010),
betapapun ledakan eksplosif telah berlalu, tetapi belum ada garansi secara
pasti kapan Gunung Merapi tak lagi menjadi ancaman.

Buku ini merupakan kumpulan hasil tulisan dari acara ’Konferensi
Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia’ yang dilaksanakan dalam rang-
kaian acara Rapat Kerja Pengurus Keluarga Alumni Pascasarjana Uni-
versitas Gadjah Mada (KAPASGAMA) periode 2009-2013 pada tanggal
14-15 Mei 2010 di Gedung Lengkung Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM J1.
Teknika Utara Yogyakarta. Eksistensi konferensi yang mengusung tema
sentral ‘Bersama Berkarya Membangun Budaya Unggul Bangsa yang
Bermartabat’ digagas dan terlaksana dengan berbagai latar alur pikir
yang berpijak pada problem-problem kemaritiman RI melalui titik tolak
pertanyaan-pertanyaan seperti: perlukah reposisi dan revitalisasi kedaula-
tan NKRI dalam perspektif ketahanan maritim? Konsep dan strategi apa
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yang mesti diagendakan dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi potensi
maritim Indonesia menuju bangsa yang bermartabat, mandiri, makmur,
dan berdaulat? Apa respon kita dalam menata masa depan pembangu-
nan maritim Indonesia menghadapi tantangan global?, serta adanya
pertanyaan kunci apakah Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk
memanfaatkan maritimnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat In-
donesia dan menjaga kepentingan masyarakat internasional?

Problem-problem mendasar yang dikemukakan di atas direspon
melalui berbagai kertas kerja yang dipaparkan dan didiskusikan dalam
konferensi. Penguatan arena konferensi diwarnai oleh kehadiran Gu-
bernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X
dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Dr. Ir. M.
Syamsul Ma’arif M.Eng. Dipl. Eng. D.E.A sebagai keynote speakers, serta
berbagai pakar maritim dan pembangunan kelautan, seperti Prof. Dr.
Hartono, DEA, DESS, Prof. Dr. Ir. Kamiso H. Nitimulyo, M.Sc, Prof.
Daniel Muhammad Rosyid, MRINA, Ph.D, Laksamana Muda (Purn)
Rosihan Arsyad, Ir. Hugua (Bupati Wakatobi), Ir. Musadar Mappa-
somba, M.Si (wawali Kendari), Dr. Nurul Khakim, M.Si, dan Dr. Latif
Sahubawa, M.Si. Ditambah pula para pemakalah cluster dari beragam
disiplin ilmu yang secara subtansial mengusung paradigma maritim In-
donesia dalam berbagai perspektif keilmuan.

Buku yang ada di tangan anda ini merupakan bunga rampai yang
medeskripsikan kajian-kajian ilmiah yang dipaparkan selama konferensi,
dan tampak memberikan nuansa tulisan yang cukup variatif mengingat
beragamnya dinamika yang direspon dalam konteks kepentingan kedau-
latan NKRI sebagai negara maritim. Melalui buku ini, dapat dimaknai
pula sebagai kontribusi penting anak bangsa, khususnya warga KAPAS-
GAMA yang tergugah dengan tumpukan problem maritim Indonesia,
yang secara realistis tidak bisa dijangkau dengan satu dimensi pendeka-
tan, akan tetapi diperlukan sinergisitas berbagai komponen. Oleh karena
itu, keragaman tulisan yang termuat dalam buku ini mencerminkan kon-
sepsi penguatan kedaulatan maritim Indonesia yang terelaborasi dalam
berbagai perspektif kajian.

Satu catatan peristiwa yang cukup fenomenal di tengah upaya penye-
lesaian buku ini, yaitu tatkala publik kita terhentak oleh adanya insiden
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penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh
Polisi Diraja Malaysia pada tanggal 13 Agustus 2010. Sungguh ironis bagi
negeri kita, mengingat kasus tersebut terjadi dalam teritori maritim In-
donesia sendiri, di saat ketiga petugas tersebut sementara dalam tugas
menghalau beberapa nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah RI untuk
melakukan pencurian ikan. Kasus inipun menjadi isu panas yang me-
munculkan beragam reaksi publik, baik secara rasional maupun pada ta-
taran yang agak anarkis. 'Ganyang Malaysia’ sempat kembali menggema
sebagai bagian dari eksperesi kegeraman publik atas kasus itu. Bahkan
menteri Kelautan dan Perikanan RI, DR. Ir. Fadel Muhammad (yang
kebetulan juga sebagai Ketua Umum KAPASGAMA periode 2009-2013)
sempat agak ‘'meradang’ atas kasus yang secara langsung menimpa insti-
tusinya.

Sekemulit insiden di atas dapat dianggap sebagai representasi fak-
tual yang mengindikasikan masih terdapatnya upaya penggerogotan ek-
sistensi kekokohan kedaulatan NKRI dari potensi ancaman bangsa lain.
Kasus inipun menambah daftar kasus-kasus serupa yang terjadi sebelum-
nya, yang kalau dicermati secara runtut ternyata umumnya melibatkan
konflik perbatasan teritorial maritim antara kedua negara yang bertikai.
Sayangnya lagi, upaya penyelesaian problem batas negara dengan negara-
negara tetangga melalui upaya diplomasi, belum juga menununjukkan ti-
tik terang hingga saat ini. Sehingga wajar kiranya jika kekhawatiran akan
rapuhnya kedaulatan NKRI dari ancaman luar tidak bisa dinafikan sama
sekali.

Penguatan kedaulatan NKRI sebagai negara maritim, dengan ber-
bagai potensi problem yang melilitnya, akhirnya menyentak alam sadar
kita, sehingga diskursus tentang kepentingan maritim RI yang terhege-
moni oleh banyaknya peluang dan tantangan kembali menggema. Dika-
takan sebagai peluang, karena sebagai negara maritim terbesar di dunia,
potensi kekayaan maritim kita, baik hayati maupun non hayati merupa-
kan potensi ekonomi yang tidak saja mengundang kepentingan ekonomi
nasional dan regional, akan tetapi kekuatan raksasa ekonomi global pun
diprediksi akan melirik peluang ini. Bagi Indonesia sendiri, terdapat fakta
tayang cukup miris, mengingat kekayaan laut yang sangat melimpah ini

belum mampu mendongkrak kekuatan ekonomi dan nilai tawar bangsa



secara optimal, karena baru 10% saja yang mampu dieksplorasi dan dieks-
ploitasi. Itupun baru pada tataran komoditas ikan, sementara potensi
biodiversity laut lain belum dilirik. Belum lagi kalau dikaitkan dengan po-
tensi maritim non hayati lainnya, seperti pariwisata laut, pertambangan
bawah laut, sumber gas dan minyak bawah laut, serta berbagai sumber
daya laut lainnya. Namun di balik potensi peluang yang menggunung itu,
tersimpan pula beragam tantangan yang mesti dihadapi dan dicarikan
alternatif solusinya melalui berbagai action plan yang relevan.

Di samping itu, konfigurasi teritorial Indonesia sebagai Negara Ke-
pulauan yang terdiri atas Wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer dengan
teritorial sebesar 3,2 juta km? , wilayah ZEE 2,7 juta km?dengan garis pan-
tai sepanjang 9.5181 km merupakan fakta obyektif yang menunjukkan
eksistensi wilayah RI sebagai negara maritim. Ini adalah potensi geografis
yang sekaligus menunjukkan bahwa 2/3 wilayah RI adalah maritim yang
di satu sisi bisa menjadi peluang berharga berdasarkan segudang potensi
yang dikandungnya, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bila
menilik ketidaksiapan dan ketidakmampuan kita dalam mengawal ke-
pentingan kita di laut. Dalam konteks eksistensi wilayah maritim yang
begitu luas dan potensial, ternyata kita diperhadapkan pula pada pola
penentuan kebijakan penyelenggaraan pemerintahaan yang masih tetap
mengedepankan pola pikir land base oriented, baik di bidang politik, so-
sial, ekonomi, budaya, maupun pertahanan negara. Ini salah satu sebab
mengapa perhatian kepada wilayah laut menjadi minim. Ditambah pula
dengan problem Indonesia sebagai Negara Maritim yang belum terjusti-
fikasi secara jelas, sehingga menimbulkan multi interpretasi yang mem-
persulit penentuan kebijakan. Pola pikir yang tidak berpijak pada maritim
base oriented, pada akhirnya bermuara pada pola kebijakan maritim yang
sektoral, bahkan kadang-kadang hanya bersifat sporadis.

Inherent dengan pandangan di atas, paparan Gubernur Daerah Is-
timewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam buku ini men-
jadi starting point yang sangat mendasar untuk menguak benang merah
Kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Menurut beliau, terlebih
dahulu kita harus menuntaskan jati diri bangsa sebagai penghuni Negara
Kepulauan, untuk kemudian beranjak dengan visi dan strategi yang cer-
das dan kreatif agar keluar dari paradigma agraris tradisional ke arah pa-
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radigma maritim yang rasional dan berwawasan global menuju Negara
Maritim yang sesungguhnya. Sebab kalau tidak, keunggulan potensi ke-
maritiman dan kelautan hanya akan menjadi wacana tanpa makna, atau
sekadar untaian syair lagu "Nenek Moyangku Orang Pelaut” untuk pe-
ngantar tidur bagi anak-anak Indonesia, bila kita sendiri sebagai bangsa
tidak segera memutar kemudi ke arah Visi Negara Maritim yang sesung-
guhnya. Menurut beliau, lagu ciptaan Ibu Sud itu dapat menjadi media
mengembalikan daya ingat dan membangun kesadaran sejarah tentang
kehebatan nenek moyang kita yang dahulu mampu mengarungi laut
hingga Madagaskar. Semangat dan keterampilan bahari yang dimilikinya
itu perlu digali kembali untuk dikembangkan di kalangan generasi muda
guna membangun bangsa yang bermartabat. Sehingga bangsa Indonesia
menjadi tuan di Negeri Bahari sendiri di dalam kejayaan sebuah Negara
Maritim yang unggul, agar kekayaan sumberdaya kelautan kita tidak dieks-
ploitasi oleh nelayan bangsa lain. Dengan demikian, reposisi dan revita-
lisasi kedaulatan NKRI dalam perspektif keamanan maritim menjadi se-
buah keniscayaan.

Bak gayung bersambut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Ma’arif
M.Eng. Dipl. Eng. D.E.A mengedepankan konsep yang dianggap sangat
relevan dengan alur pikir yang digagas di atas. Konsep ini berupa konsep
Minapolitan sebagai salah satu upaya eksplorasi dan eksploitasi potensi
maritim Indonesia menuju bangsa yang bermartabat, mandiri, makmur,
dan berdaulat. Dalam kerangka ini, Pemerintah telah menetapkan strate-
gi pembangunan Revolusi Biru, yaitu perubahan mendasar cara berfikir
dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan
untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui Program
Nasional Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna pening-
katan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

Konsep yang dikemukakan oleh kedua keynote speakers di atas, di-
kuatkan pula oleh berbagai uraian para pakar dan pemakalah lain yang
terekam dalam buku ini. Menariknya, semua diskursus yang mengemuka
tentang penguatan kedaulatan RI sebagai negara maritim, akhirnya ber-
muara pada satu titik temu kesimpulan bahwa perlu dilakukan reorientasi
kebijakan pembangunan nasional yang lebih berpijak pada basis sumber
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daya kemaritiman kita, dan diperlukan terobosan-terobosan penting se-
cara lintas sektoral dan terpadu agar kepentingan maritim kita tidak ter-
marginalkan, baik secara nasional, regional, maupun dalam percaturan
global.

Tentu saja, kehadiran buku ini tidak terlepas dari bantuan dan jasa
berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami haturkan ucapan
terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada semua komponen pani-
tia Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia 2010 yang telah
sukses dalam target agendanya, serta menjadi wahana awal yang mengins-
pirasi penerbitan buku ini. Khusus pula, kepada rekan-rekan tim editor,
Alum Simbolon, SH, M.Hum, La Ode Aris S.Sos., M.A, Herawati, S.S.,
M.A, Nuryani, S.Pd, M.A., M. Musyafa’, S.H.I, M.H.I., M.A., dan Buyung
Haris, ST, atas segala kesediaan waktu dan partisipasi aktifnya dalam
'mengeroyok’ dan 'meracik’ buku ini hingga tiba di tangan pembaca.
Demikian pula kepada semua sponsorship, terutama Pemprov Daerah Is-
timewa Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Gadjah Mada,
Pemkab Kulonprogo, Pemprov Jawa Tengah, dan Bank Indonesia perwa-
kilan Yogyakarta, atas segala bantuan dan partisipasinya sehingga buku
ini dapat diterbitkan. Mas Ahmad Gozi dan teman-teman dari Percetakan
Nadi Pustaka Yogyakarta, atas bantuan sepenuh hati dalam mencetak
dan menerbitkan buku ini. Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya
diucapkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Rektorat
Universitas Gadjah Mada (UGM), Keluarga Alumni Universitas Gadjah
Mada (KAGAMA), serta semua pihak yang turut mendukung upaya pener-
bitan buku ini. Kiranya kerjasama ini dapat senantiasa terjalin di masa
yang akan datang demi kekaryaan yang tiada putus untuk membangun
bangsa tercinta RIL.

Kami sungguh menyadari bahwa buku ini telah mengalami pergula-
tan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, dan itu semua terjadi seiring
dinamika dan kondisi yang menyertainya. Tanpa bermaksud berkelit, hal
itu terjadi sebagai bagian dari upaya yang ditempuh untuk menggapai
penyempurnaan buku ini. Sekalipun demikian, upaya maksimal yang te-
lah dikerahkan oleh semua pihak yang berkontribusi untuk menunjang
penerbitan buku ini, ternyata tidak terlepas pula dari adanya beberapa
kekurangan tertentu. Mengingat keterbatasan akses dan komunikasi de-
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ngan beberapa pemakalah utama yang hanya menyerahkan power point-
nya saat konferensi, maka dengan terpaksa tidak semua tulisan para pe-
materi utama dapat terangkat dalam buku ini. Setidaknya, inilah satu
kekurangan yang muncul dalam buku ini, dan mungkin juga beberapa
kekurangan lain yang tidak kami sadari. Oleh karena itu, diskusi dan
masukan yang sangat kontruktif sangat dibutuhkan dalam rangka upaya
penyempurnaan selanjutnya.

Dan akhirnya, semoga karya ini merupakan percikan pemikiran yang
dapat bermanfaat, memperkaya apresiasi, mempertajam wacana, dan men-
jadi teman dialog yang menggairahkan, sekaligus meminimalisir kelang-
kaan kajian dan bacaan tentang kemaritiman kita. Selamat berselancar

dan menjelajah!.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Medio November 2010
a.n Tim Editor

DR. Muhamad Sehol, S.Pd, M.Si, M.Pd.



KATA SAMBUTAN
Keluarga Alumni Sekolah Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada (KAPASGAMA).

Syukur Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat
dan karuniaNya sehingga KAPASGAMA dapat menerbitkan buku yang
berjudul "Penguatan Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim,
Kajian Dari Berbagai Perspektif’

Buku ini didedikasikan sebagai respon sekaligus bentuk kontribusi
Keluarga Alumni Sekolah Pascasarjana UGM (KAPASGAMA) terhadap
persoalan penting yang dihadapi bangsa Indonesia, berupa kedaulatan
maritim.

Pertanyaan yang mendasar yang hendak dijawab adalah apakah kita
sebagai bangsa masih memiliki kedaulatan penuh tehadap tanah air kita
berserta kekayaan alam yang di dalam dan atasnya. Pertanyaan ini tidak
mudah dijawab karena banyak aspek yang saling terkait, mulai dari aspek
politik, pertahanan, keamanan, budaya dan lingkungan internasional. Da-
lam konteks inilah sehingga persoalan kedaulatan maritim didekati dari
berbagai disiplin keilmuan.

Hasil "Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia 2010”,
sebagai jawaban atas gejolak bathin setiap anak bangsa, dengan banyaknya
klaim terhadap beberapa wilayah kemaritiman bangsa Indonesia. Mulai
dari klaim kepulauan sampai pada perampasan kekayaan hasil laut yang
tidak sedikit jumlahnya. Sebagai wujud kepedulian tersebut, maka dise-
lengerakanlah suatu konferensi untuk menyatukan ide-ide dan gagasan-
gagasan dari berbagai elemen bangsa, dan hasilnya disusun dalam bentuk

buku ini.
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Alumni Pacsasarjana UGM yang terhimpun dalam wadah KAPAS-
GAMA menmiliki tanggung jawab moral sebagai cendekiawan yang peduli
terhadap nasib bangsa yang sedang menghadapi tantangan seperti kedau-
latan terhadap kekayaan alam yang banyak diincar oleh bangsa lain. Or-
ganisasi alumni ini sekalipun masih terbilang baru yang didirikan pada
tanggal 13 Maret 2009, namun memiliki dedikasi untuk berkontribusi
secara maksimal terhadap kemajuan dan masa depan bangsa Indonesia.
Di samping itu, Universitas Gadjah Mada yang beridentitas sebagai uni-
versitas nasional, kebangsaan dan pancasila telah cukup memberi bekal
idiologis kepada alumni, khususnya alumni pascsarjana yang berhimpun
dalam KAPASGAMA. Karena itu, ke depan kami sebagai pengurus
berkomitmen kuat untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah ke-
bangsaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara
berkelanjutan.

Demikian pengantar dari kami yang mewakili Sekretariat Nasional
Pengurus KAPASGAMA. Kepada semua pihak yang telah mensukseskan
penerbitan buku ini, khususnya Panitia Konferensi Kedaulatan Maritim
Indonesia 2010 diucapkan banyak terima kasih. Semoga pada kesempa-
tan mendatang kita dapat melanjutkan kegiatan yang sama dengan tema
yang berbeda. Semoga pula Kapasgama sebagai bagian dari kelurga be-
sar alumni UGM (KAGAMA) semakin menemukan jati dirinya untuk

meneruskan cita-cita pendirian Universitas Gadjah Mada. Amien.

Ketua Harian,
o

Dr. M. Ridhah Tagwa, M.Si

xii



KATA SAMBUTAN
Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataalah, ber-
kat rakhmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul ” Penguatan
Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim, Kajian Dari Berbagai
Perspektif’ ini dapat diterbitkan.

Barbagai terobosan baru dalam ilmu pengetahuan perlu ditempuh
untuk menjawab tantangan jaman. Buku ini merupakan salah satu dari
berbagai fenomena kemaritiman bangsa Indonesia yang ditinjau dari ber-
bagai disiplin ilmu, yang sekaligus dapat dianggap sebagai salah satu bukti
bentuk kepedulian terhadap integritas bangsa Indonesia dewasa ini, seba-
gai negara yang plural.

Konferensi Nasional Kedaulatan Maritim Indonesia 2010, yang digagas
dan dilaksanakan sebagai manifestasi dari jawaban atas gejolak bathin
setiap anak bangsa, akibat banyaknya klaim terhadap beberapa wilayah
kemaritiman bangsa Indonesia, mulai dari klaim kepulauan sampai pada
perampasan kekayaan hasil laut yang tidak sedikit jumlahnya, terungkap
dan tergambar secara gamblang dari berbagai tulisan yang ada dalam buku
ini. Ditambah lagi dengan berbagai pengayaan tulisan yang diorientasikan
untuk menyatukan ide-ide dan gagasan-gagasan dari berbagai elemen de-
ngan menunjuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti deklara-
si Juanda tahun 1957, Undang-undang nomor 24, 25, 26 dan 27 tahun
2007, serta berbagai undang-undang lainnya yang masih relevan dengan

perspektif kemaritiman kita.
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Buku ini memperlihatkan keragaman paradigma, teori, kebijakan dan
contoh pengelolaan yang dapat digunakan sebagai referensi kepustakaan
mengenai kemaritiman di Indonesia. Apalagi bila menyimak pada kondisi
di mana masih sangat terbatasnya literatur yang sifatnya lintas ilmu yang
menggagas secara lugas dan komprehensif mengenai permasalahan kema-
ritiman bangsa Indonesia. Olehnya itu, Sekolah Pascasarjana universitas
Gadjah Mada (SPs'UGM) sebagai lembaga yang sangat concern dalam pers-
pektif kajian berbasis lintas keilmuan (multi disiplin ilmu), sangat menga-
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MENEGUHKAN KEMBALI KEDAULATAN
MARITIM INDONESIA: P
TANTANGAN DAN PELUANG DARI %

\

PERSPEKTIF POLITIK DAN KEAMANAN
M. Ridhah Tagwa!!

ABSTRAK

Abad 21 akan menjadi abad maritim. Karena itu, kedaulatan maritim
ag diteguhkan kembali. Secara hukum kita telah berdaulat terhadap
=h maritim, tetapi secara sosial ekonomi dan politik, kedaulatan
masih perlu dipertanyakan. Indikasi ketidakberdayaan kita terhadap

zh tersebut, karena banyak sumberdaya alam yang belum sepenuh-
fiposisikan atau diperuntukkan bagi memakmuran bangsa. Ada ba-
sk kekayaan maritim berupa minyak, gas, emas dan berbagai biota laut
wkmati oleh bangsa lain. Perdagangan jalur laut banyak dimanfaatkan
mr= lain. Secara historis, bangsa kita memang pernah mengalami ke-
» di bidang maritim, sebut masa Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Si-
i, Samudra Pasai, dan Goa-Tallo. Para nelayan kita juga dikenal
22i pelaut ulung yang menaklukkan lautan India, Pasifik laut Cina
=n dan sebagainya. Namun, demikian kita bangsa kita dalam pengua-
atau kedaulatan wilayah maritim, baik dari sisi politik pertahanan,
omi dan sosial budaya. Belum lagi sejumlah bentuk kriminal kini
s rawan terjadi di kawasan maritim, seperti illegal fishing, illegal mi-
pembajakan atau perompakan, dan berbagai kejahatan lainnya.
le=2ran terhadap pengembalian kedaulatan maritim masih terbuka luas
==n berbagai usaha antara lain penegasan wilayah teritorial, pening-
sumberdaya manusia kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar, pene-
hukum terhadap tindak kriminal di laut, kebijakan maritim yang
pada kepentingan bangsa dan negara, penguatan kekuatan ar-

M=z Lab Sosiologi dan Pengajar S3 Ilmu-llmu Lingkungan Program Pascasarjana Unsri, dan
M= | Kapasgama
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mada maritim (AL) dan pengembangan sinergitas antar institusi terkait
(Dewan Maritim Indonesia).

Kata Kunci: kedaulatan maritim, illegal fishing, penegakan hukum, wi-
layah teritorial, keamanan dan pertahanan.

Pengantar

Siapa pun yang pernah menjalani perjalanan dari Aceh sampai Papua,
dia akan merasakan betapa luas dan panjangnya wilayah negara kita yang
sebagian besar dari wilayah itu adalah lautan (60%). Perjalanan yang pan-
jang dengan menggunakan 4 moda transportasi secara bergantian mulai
dari Bus, Kerata Api (ekonomi), Kapal laut dan Pesawat udara adalah pe-
ngalaman yang sangat bermakna. Apa yang pernah saya rasakan tahun
1995 dalam perjalanan yang melelahkan dari propinsi paling barat ke
propinsi paling timur kemudian kembali lagi ke Palembang. Perjalanan
panjang tersebut sungguh memberi arti penting bagi hidup saya sebagai
anak bangsa nusantara, bangsa dari sebuah negara maritim yang memi-
liki tanah air yang indah dan kaya akan sumber daya alam. Ketika itulah
hadir kesadaran sebagai anak bangsa yang memiliki tanggungjawab besar
untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan sebagai negara maritim. Kesa-
daran itu pula yang kemudian melahirkan komitmen untuk menyum-
bangkan pemikiran yang berkaitan dengan kedaularan maritim. Dengan
kadaulatan itulah yang akan meneguhkan indentitats kita sebagai bangsa
yang bermartabat sesuai dengan tema konferensi ini.

Suatu hal yang menarik yang mencirikan kawasan kepulauan nusan-
tara antara lain menunjukkan kawasan Timur Maritim Pesisir, sedangkan
Barat daratagraris juga berpengaruh terhadap makanan yang disajikan
ABK, pelayaran di kawasan barat menu makanan lauk pauk berupa ayam
dan telur, sedangkan pada kawasan timur berupa ikan laut, udang dan ke-
piting. Jadi ada perbedaan biota laut dan potensi pangan pada kedua ka-
wasan itu. Bahkan pada kawasan timur sendiri juga memiliki perbedaan,
misalnya pada kepulauan Sulwesi dan ujung timur Papua yang memiliki
ikan besarbesar yang menjadi pemandangan selama perjalan laut. Dengan
pengalaman itu, mengantarkan saya pada persepsi bahwa betapa kita memi-
liki kekayaan alam (biota laut) di kawasan maritim yang melimpah. Hanya
yang menjadi persoalan pokok dari semua kekayaan alam itu adalah apakah
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kita memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap wilayah itu, dan apakah
semua hasil kekayaan alam itu mampu mensejahterakan bangsa Indone-
sia. Pertanyaan inilah yang hendak dijawab dalam tulisan ini, terutama
yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan. Kalau pun ada yang
berkaitan dengan ekonomi sifatnya hanya sebagai komplementer dengan
aspek lainnya.

Peta kawasan maritim nusantara yang terdiri dari 17.405 pulau menun-
jukkan betapa luasnya kekayaan alam Indonesia terlihat pada gambar (peta)
berikut.

Sumber: www. Aria.bolspot.com. diunduh 5 Mei 2010.

Kejayaan Maritim Bukan A Historis

Abab ke-21 ini merupakan abab Maritim dan akan menjadi Kekua-
tan terbesar bangsa-bangsa di dunia. Berbagai negara besar telah berlom-
ba memperkuat barisan maritimnya. Selama berabad-abad, laut menjadi
media transportasi perdagangan dunia. Menurut Mahendradatta (2010)
asumsi itu muncul karena 90 persen perjalanan komersial dunia dilaku-
kan melalui jalur laut, mayoritas penduduk di dunia tinggal dan hidup
dalam beberapa ratus mil dari pesisir pantai, dan hampir tiga perempat
bumi ditutupi air. Maritir~ yang terdiri dari lautan, pelabuhan, muara,
kepulauan, daerah pesisir pantai telah mendukung 90 persen perdagangan
dunia. Lebih dari 90 persen perdagangan minyak juga dilakukan melalui
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jalur laut. Sehingga pembangunan sarana infrastrukrur jalur laut yang
memadai adalah kunci pertahanan dalam ekonomi global modern dengan
simbol sistem distribusinya.

Tulisan ini tidak bermaksud hanya sekedar bernostralgia tentang ke-
jayaan masa lalu bangsa-bangsa di nusantara, tetapi ingin mengetengahkan
sejumlah persoalan yang memungkinkan kita sebagai bangsa maritim dan
bertanah air satu Indonesia untuk bisa meletakkan posisi geopolitik yang
tepat. Oleh karena itu, kejayaan nenek moyang kita menguasai kawasan
maritim terletak pada bidang kemaritiman. Hal itu menunjukkan bahwa
usaha meneguhkan kembali kejayaan maritim tidaklzh berupa ilusi karena
telah dibuktikan oleh sejarah, jadi tidak bersifat a historis.

Sebagai bangsa pelaut, patutlah kita merenungkan syair lagu karangan
Ibu Sud berikut ini.

“Nenek moyangku orang pelaut
Gemar mengarung luas samudra

Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa.”

Selain dengan syair lagu, bukti otentik kebesaran maritim pernah
diuraikan secara sistematis dan puitis oleh Penyair Besar WS. Rendra.
Menurut dia pada masa lalu dari berbagai belahan penjuru Nusantara
tersebar banyak bandar atau pelabuhan besar. Juga banyak peninggalan
budaya yang melukiskan kegagahan nenek moyang orang Indonesia seba-
gai pelaut. Sejarah pun telah menyebutkan bahwa bersatunya Nusantara
adalah karena kebesaran armada maritim (Rendra, 2008).

Sekitar abad Ke-9 Masehi, suku-bangsa yang mendiami nusantra te-
lah berlayar jauh dengan kapal bercadik atau Phinisi (Kompas, 2007).
Mereka ke Utara mengarungi lautan, ke Barat memotong lautan Hindia
hingga Madagaskar, ke Timur hingga Pulau Paskah. Bahkan ke selatan
menuju Benua Australia mencari tripang (Pelly, 1985). Seiring dengan
semakin ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui
laut, telah mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang
bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar. Pada masa lalu
di era kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, Indonesia adalah
negara besar yang disegani di kawasan Asia, bahkan mungkin di seluruh

44



é’]’l&ngogoégan :7(5({0.{4[(1&1’2 Maxitim Ondonesia %/'L’an dazi _'Bsz[:agai @Eu{]ﬁ&’.’[

dunia. Berbagai negara mulai dari Tumasik, Pasai, hingga Campa tunduk
oleh kegagahan armada kapal Sriwijaya dan meriam api Majapahit (HB
X, 2010).

Sebagai sebuah kerajaan maritim yang terkuat di Asia Tenggara, Ke-
rajaan Sriwijaya (683-1030 M) basis politik kekuasaannya adalah pada
penguasaan alur pelayaran dan jalur perdagangan serta penguasaan wi-
layah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan arma-
da laut. Armada laut Kerajaan Sriwijaya telah ditempatkan di berbagai
pangkalan strategis dan mereka mendapat tugas mengawasi, melindungi
kapal-kapal dagang yang berlabuh, memungut biaya cukai, serta mence-
gah terjadinya pelanggaran laut di wilayah kedaulatan dan kekuasaannya
(Laksda Sumardjono, 2007).

Selanjutnya menurut Laksda Sumardjono (2007), sebagaimana yang
juga dikutip oleh Taufik dan Aditya, 2009 menjelaskan para Petualang
Tiongkok, I Tsing, mencatat, Shih Li Fo Shih (Sriwijaya) adalah kerajaan
besar yang mempunyai benteng di Kotaraja, armada lautnya amat kuat.
Guna memperkuat armada dalam mengamankan lalu lintas perdagangan
melalui laut, Sriwijaya memanfaatkan sumber daya manusia yang terse-
bar di seluruh wilayah kekuasaannya yang kini disebut kekuatan peng-
ganda. Sayangnya, Sriwijaya hanyalah negara maritim tidak sekaligus
sebagai agraris, maka iapun tak bertahan lama. Pengalaman sejarah me-
nunjukkan bahwa kota pelabuhan harus ditopang oleh hasil pertanian
yang menjadi komoditas unggulan dari wilayah pedalaman. Ketangguhan
agraria dan maritim adalah pilar-pilar utama untuk mewujudkan kejayaan
Nusantara. Sesungguhnya ketangguhan agraris dan maritim pertama kali
ditunjukkan oleh Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Kertanegara
pada abad ke-13. Dengan kekuatan armada laut yang sulit dicari tan-
dingannya, maka pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi
bahari ke Kerajaan Melayu dan Campa untuk menjalin persahabatan agar
mereka bersama-sama dapat menghambat gerak maju Kerajaan Mongol
ke Asia Tenggara.

Selanjutnya Sumardjono (2007) menguraikan bahwa puncak kejayaan
maritim nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di
bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit

berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Pengaruhnya bahkan
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sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayuthia, Lagor, Campa (Kam-
boja), Anam, India, Filipina, China. Kejatuhan Majapahit diikuti mun-
culnya Kerajaan Demak. Kebesaran Kerajaan Demak jarang diberitakan,
tetapi bukti kekuatan maritim Kerajaan Demak mampu mengirim ar-
mada laut yang dipimpin Pati Unus yang bergelar Pangeran Sabrang Lor
membawa 100 buah kapal dengan 10.000 prajurit menyerang Portugis
di Malaka.

Gambaran singkat sejarah ketiga kerajaan tersebut memberi gam-
baran bahwa ada beberapa kerajaan di Nusantara mampu menyatukan
wilayah luas dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga,
keandalan manajemen transportasi laut, dan armada militer yang mum-
puni. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa Sriwijaya dan
Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebu-
dayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia Tenggara (Sumardjono, 2007
dan Taufik dan Aditya, 2009).

Tantangan kedulatan kita: Kriminalitas Maritim

Pertanyaan mendasar, apakah benar kita sudah berdaulat atas tanah
dan lebih-lebih laut (air) kita. Janganjangan di atas kertas mengakui bah-
wa kitalah yang memiliki dan berhak mengekplorasi kawasan perairan-
laut kita, tetapi yang menikmati bukanlah bangsa sendiri tetapi bangsa
asing. Mekanismenya bisa bermacam-macam, seperti penambangan lepas
pantai berupa minyak, gas, dan emas. Belum lagi potensi hayati dan nabati
lainnya yang dirusak oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Tidak
sedikit nelayan asing berkeliaran disepanjang lepas pantai, tidak sedikit
cukong negeri tetangga yang bekerjasama dengan nelayan lokal meng-
gunakan pukat harimau. Sedang pada sisi lain, ada nelayan lokal yang
berusaha mempertahankan ekosistem laut dengan penangkapan terbatas.
Contohnya konflik antara jaring batu dan pukat harimau di Bengkalis
Risu.

Kawasan Maritim merupakan kawasan yang rawan terjadinya tindak
kriminal, perampokan, perompakan, pencurian berbagai biota laut, pasir
dan sumberdaya alam lainya. Menurut Kepala Staf TNI AL (KSAL) Lak-
samana Madya TNI Agus Suhartono jenis kejahatan yang bisa berlang-
sung di laut adalah perompakan, pembajakan, illegal fishing, illegal toging,
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illegal migrant, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, penyeludupan
dan perusakan ekosistem laut. Kerawanan hukum di kawasan maritim
ini merupakan tantangan tersendiri.

Usaha untuk menangkal berbagai bentuk tindak kriminal di kawasan
maritim, tidak hanya dengan peningkatan operasi maritim tetapi juga de-
ngan mereposisi doktrin TNI AL sesuai dengan semangat reformasi. TNI
AL seharusnya diberi peran maksimal dan sumberdaya yang memadai se-
hingga bisa menjaga kedaulatan wilayah maritim kita. Usaha tersebut ten-
tu memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mewujudkannya dan
disertai komitmen dari berbagai kalangan seperti pemerintah, legislatif
dan masyarakat luas, khususnya mereka yang berada di pesisir pantau dan
pulau-pulau terluar.

Peluang dan Harapan: Kini dan Ke depan

Dalam pengelolahan sumberdaya kelautan, seharusnya berlaku prin-
sip keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penggunaan tek-
nologi misalnya, sebaiknya tidak menyingkirkan nelayan konvensional,
dan pemodal besar tidak menyingkirkan nelayan kecil. Seringkali kepen-
tingan ekonomi bisa mengalahkan kepentingan politik kebangsaaan. Arti-
nya, demi rupiah warga negara yang tidak bertanggungjawab bisa menye-
lundupkan pasir ribuan ton per hari ke negara tetangga, dan dijadikan
bahan timbunan menyusuri pantai. Akibatnya, pantainya semakin men-
jolok ke laut dan menambah luas daratannya secara signifikan dalam
setahun. Konsekuensinya, jika batas antara negara adalah garis tengah
antara dua daratan, maka setiap tahun batas antara negara akan bergeser
beberapa puluh meter.

Selanjutnya ada beberapa faktor yang penting diperhatikan untuk
mewujudkan kembali kedaulatan maritim antara lain faktor ekonomi,

politik dan keamanan.

A. Faktor Politik Teritorial

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara
adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang
diakui. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia

memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa
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dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan
nasionalnya berbunyi: “Britain rules the waves*. Hal ini berarti tanah Ing-
gris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya (Mahendradatta:
2010).

Menurut Mayor Lau (P) Salim (2010) Indonesia juga menghadapi per-
soalan geopolitik yang meningkat sejak satu dekade terakhir ini. Klaim
pulau/perairan tertentu di zona perbatasan, penambangan pasir laut se-
cara ilegal oleh negara tetangga (Singapura), pencurian plasmanutfah,
penyelundupan fauna langka, pergeseran batas wilayah dan lain-lain
merupakan indikasi politik deteritorialisasi oleh pihak asing. Sementara
itu, ada upaya terselubung penguasaan pulau-pulau perbatasan melalui
kooptasi kegiatan ekonomi dan kebudayaan penduduknya, seperti pen-
duduk wilayah tapal batas Kalimantan, Kepulauan Sangihe-Talaud dan
Pulau Miangas. Kehidupan penduduk pulau tersebut, sehari-harinya sa-
ngat bergantung pada negara tetangga (Filipina). Mereka menggunakan
uang asing, mendengarkan siaran radio, melihat saluran TV dan berbicara
dengan bahasa negara tetangga serta bergaul dengan komunitas penduduk
negara tetangga yang lebih mampu. Hal tersebut terjadi karena lemah-
nya pembinaan pemerintah terhadap masyarakat perbatasan. Kondisi de-
mikian tidak dapat dibiarkan karena dapat menyebabkan lepasnya pulau-
pulau terluar kepada pihak asing. Lepasnya P. Sipadan dan P. Ligitan
hendaknya menjadi cermin dan pelajaran yang berharga.

Selanjutnya, menurut Komandan KRI Suropati, politik deteritori-
alisasi dapat berlangsung melalui berbagai cara dan pendekatan, seperti
pendekatan ekonomi, diplomatik dan militer. Pendekatan itu dapat di-
laksanakan secara sendirisendiri ataupun terintegrasi. Economic Deter-
ritorialization diwujudkan melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan
ekonomi penduduk perbatasan kita. Contohnya pemberian fasilitas,
modal dan penampungan kayu illegal logging oleh pihak Malaysia kepada
penduduk perbatasan Kalimantan. Diplomatic Deterritorialization adalah
eksploitasi kelemahan otoritas diplomatik kita. Contohnya bagaimana
Malaysia memanipulasi bukti-bukti dokumen historis, membuat peta
wilayah perbatasan secara sepihak dan mengintensifkan kehadirannya
di daerah sasaran ketika mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sampai
akhirnya -dengan cara-cara itu- berhasil menguasai kedua pulau tersebut
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melalui keputusan Mahkamah Internasional. Jadi dalam politik deterito-
rialisasi, lawan dapat mengeksploitasi semua kelemahan atas penguasaan

wilayah/teritorial yang mereka inginkan.

B. Faktor Ekonomi

Dari sisi faktor ekonomi, Mahendradatta (2010) menjelaskan bahwa
peningkatan Perdagangan Dunia melalui Laut diindikasikan dengan ting-
ginya permintaan bahan baku produksi dan bahan makanan dunia. Hal
ini menjadikan jumlah pelayaran niaga terus meningkat secara signifikan.
Lebih dari 90 perses komoditas perdagangan dunia mengandalkan jalur
laut untuk mendistribusikannya kepada negara komsumen. Kententuan
ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) akan meningkatkan volume per-
dagangan dunia yang melalui laut. Dari 21.480 milyar ton pada tahun
1999 menjadi 35.000 milyar ton pada tahun 2010, dan 41.000 milyar ton
pada tahun 2014. 25% perdagangan dunia tersebut di bawa oleh sekitar
50.000-60.000 kapal dagang setiap tahunnya melintasi jalur lalu lintas
internasional yang melintasi perairan Indonesia.

Selanjutnya, dia mensinyalir bahwa Krisis finansial global yang ter-
jadi dan berdampak langsung pada perdagangan perikanan dunia. Lesu-
nya pasar ekspor di Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan menjadi-
kan negara berpenduduk besar menjadi sasaran baru ekspor perikanan.
Karena itulah perlu segera diantisipasi fenomena ini melalui instrumen
pengendalian impor, seperti peningkatan uji mutu produk, pembatasan
pelabuhan masuknya produk impor, dan dalam beberapa kasus perlu pe-
ngenaan tarif. Diversifikasi pasar juga sangat penting.

Dengan adanya isu keamanan laut (peromapakan) di wilayah Selat
Malaka, kerugian sangat signifikan bagi Indonesia. Jika isu perompakan
itu tidak kunjung diberantas akan membuat Indonesia tersudut. Pela-
yaran internasional akan mengenakan berbagai biaya tambahan atau sur-
charge kepada pemilik barang yang akan mengimpor atau mengekspor ke
Indonesia dengan alasan perairan Indonesia merupakan black spot (dae-
rah rawan). Dengan biaya tambahan yang diberlakukan tadi jelas barang
yang akan dijual atau berasal dari Indonesia akan lebih mahal dibanding
harga di negara lain. Ujung-ujungnya, Indonesia menjadi tidak kompetitif

secara ekonomis.
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C. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Negara Kepulauan Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki
oleh bangsa lain karena posisinya yang strategis. Hal ini merupakan im-
plikasi dari adanya United Nations Conference on the Law of the Sea (UN-
CLOS) yang membagi Indonesia menjadi empat kompartemen strategis
sesuai dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dengan demiki-
an, ancaman yang bersifat eksternal dan manifestasi ancaman lain, sangat
berpotensi untuk mengekploitasi kawasan maritim Indonesia. Ketentuan
ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menjadi sebuah hal yang paling
mengancam kepentingan Indonesia di wilayah perairan. Dengan adanya
ketentuan ALKI tersebut, Indonesia harus mempersilakan kapal dagang
dan kapal perang negara lain untuk dapat melintas di wilayah territorial
Indonesia.

Selanjutnya, menurut Mahendradatta (2010) Negera Kepuluaan In-
donesia yang berada dalam sebuah situasi dan kondisi datangnya anca-
man dari kekuatan eksternal yakni intervensi, mungkin invansi, negara
lain yang ingin mengamankan kepentingannya dan pihak non-negara
seperti kelompok teroris dan sindikat penyelundupan internasional yang
memanfaatkan jalur laut internasional. Selain itu, Indonesia juga memi-
liki ancaman dari internal seperti dari kelompok pemberontak atau
separatis yang mendapatkan pasokan persenjataan dari penyelundupan
senjata yang beredar di sekitar perairan Indonesia, karena adanya jalur
laut internasional dan lemahnya pengawasan dan pengamanan patroli
laut oleh pihak militer Indonesia. Ancaman itu terutama mulai datang
dari negara serumpun sendiri seperti Malaysia dan Singapura, walaupun
dengan alasan kerjasama militer.

Selat Malaka adalah salah satu dari koridor maritim paling sibuk di
dunia dengan sekitar 50.000 kapal kargo dan kapal tangki melewati perai-
ran itu setiap tahun. Kemerosotan ekonomi menimbulkan kekhawatiran
pada keamanan maritim khususnya di Selat Malaka karena pembajakan
dan perompakan kembali marak terjadi. Keamanan maritim di wilayah
ini sulit untuk diramalkan dan negara-negara di kawasan itu harus was-

pada menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi.
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D. Faktor Hukum

Di Indonesia penegakkan hukum di kawasan peraitan masih sangat
lemah. Kurangnya armada patroli pengawas laut dan teknologinya yang
masih ketinggalan membuat kapal-kapal asing ilegal leluasa untuk men-
curi ikan di wilayah kedaulatan NKRI. Para pemodal asing seringkali
memanfaatkan nelayan Indonesia sebagai tenaga kerjanya, sementara
mereka hanya menyediakan teknologi (kapal dan alat tangkap). Bende-
ranya pun merah putih. Padahal keuntungannya menjadi milik para pe-
modal asing tersebut. Hal ini sangat merugikan bangsa kita, baik dari sisi
ekonomi, sosial dan politik internasional.

Sementara itu penyelundupan manusia (trafficking) sudah menjadi
isu besar di dunia. Korbannya sebagian besar adalah orang-orang dari
negara berkembang, seperti Indonesia. Sedangkan jalur utama penyelun-
dupan manusia yang paling sering dan mudah adalah melalui jalur laut.
Ada banyak jalur “tikus” yang sangat minim pengawasan merupakan sa-
rana yang ideal bagi kejahatan trafficking ini, seperti kawasan kepulauan

Risu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Kota Nunukan).

Epilog: Usaha Ke depan

Sebagai penutup patutlah direnungkan apa yang menjadi kegelisa-
han WS. Rendra (2008) tentang wilayah kemaritiman dan kedaulatan
kita terhadapnya, ketika menerima anugrah Doktor Honoris Causa dari

UGM, sebagai berikut.

Dalam soal perbatasan kita telah melengahkan pemetaan, pendirian
beberapa mercu suar lagi, dan mengumumkan klaim yang jelas dan
rational mengenai batas-batas wilayah negara kita, terutama yang
menyangkut wilayah di laut. Sudah saatnya pula lembaga inteligent
kita mempunyai direktorat maritim.Sudah saatnya wawasan keta-
tanegaraan kita, disegenap bidang, mencakup pengertian “Tanah
Air”, dan tidak sekedar “Tanah” saja. Pelabuhan-pelabuhan pun
harus segera ditata sebagai “Negara Pelabuhan” yang dipimpin oleh
“Syahbandar” yang berijasah international. Kemudian segera pula
dicatatkan di PBB. Tanpa semua itu, maka negara kita tidak diakui
punya pelabuhan, melainkan hanya diakui punya terminal-terminal
belaka!

Perlu dicatat bahwa pembentukan Negara Nusantara untuk per-
tama kalinya diproklamasikan oleh Baron Van Der Capellen pada
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tahun 1821 dengan nama Nederlans Indie, dan sifat kedaulatannya
negara maritim dengan batas-batas dan mercusuarmercusuar yang
jelas petanya. Jadi Van Der Capllen tidak sekedar mengandalkan
kekuatan angkatan laut untuk merpersatukan Nusantara, melain-
kan, alat politik untuk meyatukan Nusantara adalah tata hukum
dan ketatanegaraan maritim. Kita sebagai bangsa harus bersyukur
kepada Perdana Menteri Juanda dan menteri luar negari Mochtar
Kusumaatmaja, yang dengan gigih telah memperjuangkan kedaula-
tan maritim kita di dunia Internasional, sehingga diakui oleh Unclos
dan PBB. Tetapi kita harus tanpa lengah meneruskan perjuangan
itu sehingga kita mampu mengimplementasikan semua peraturan
kelautan internasional yang telah kita ratifikasi. Perlu disayangkan
bahwa usaha untuk mendirikan Universitas Maritim yang bisa mem-
berikan ijasah internasional untuk syahbandar dan nahkoda, belum
juga mendapatkan ijin dari Departemen Pendidikan Nasional. Saya
menganggap sikap pemerintah seperti itu tidak patriotik dan tidak
peka pada urgensi untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara
di lautan.

Apa yang dikemukakan oleh Penyair kawakan tersebut penting dicer-
mati oleh semua pihak yang peduli terhadap kedaulatan maritim di Indone-
sia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi maritim sebagai mainstream
bagi bangsa Indonesia ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi.
Salah satu masalah utama adalah perubahan paradigma yaitu Paradigma
darat/agraris masih kuat melekat pada kebanyakan masyarakat Indone-
sia, termasuk pemerintahnya. Bangsa Indonesia masih mengidap keran-
cuan identitas. Di satu pihak mempunyai persepsi kewilayahan tanah air,
tetapi memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan
puluhan juta petani miskin yang tidak sanggup kita sejahterakan, sedang-
kan kegiatan industri modern sulit berkompetisi dengan bangsa lain,
antara lain karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, di
samping berbagai inefisiensi birokrasi dan korupsi. Industri pun kita ba-
ngun tidak berdasar pada keunggulan kompetitif namun pada keunggulan
komparatif, tanpa kedalaman struktur dan tanpa masukan keilmuan dan
teknologi yang kuat.

Akibat dari hal ini adalah pembangunan perekonomian maritim dan
pembangunan sumber daya manusia tidak pernah dijadikan arus utama
pembangunan nasional, yang didominasi oleh persepsi dan kepentingan

daratan semata. Dewan Kelautan Nasional memang pernah dibuat tetapi
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dengan mandat terbatas dan menduduki hirarki yang tidak signifikan da-
lam kelembagaan pemerintahan (Taufik dan Adytia, 2009). Pembangunan
jalan alat transportasi darat lebih diutamakan. Jawa sumatera jauh lebih
maju infrastruktur di kawasan timur. Memang diakui bahwa jumlah pen-
duduk wilayah barat jauh lebih banyak dari kawasan timur Indonesia.
Tetapi pandangan ini tidak terlalu tepat, karena pembangunan tidak hanya
terpenuhinya kebutuhan warga negara, tetap juga menyangkut geopolitik
dan pengembangan kawasan.

Jika masalah paradigma ini tidak selesai maka tidak akan ada visi
maritim yang sesungguhnya. Tidak adanya visi ini akan membuat pem-
bangunan di sektor bahari hanya sekadar “formalitas” belaka memenuhi
tuntutan sebagian kalangan. Ini bisa kita lihat pada kasus Dewan Mari-
tim Indonesia (DMI). Selama ini DMI hanya berperan sebagai lembaga
konsultatif yang memberikan masukan pada Presiden. Sebagai eksesnya
Inpres No. 5/2005 tentang Program Pemberdayaan Industri Pelayaran
Nasional tidak berjalan dengan semestinya karena berbagai pihak yang
mendapat amanat tersebut belum mampu berkomunikasi secara maksi-
mal. Sementara, selama ini kegiatan sektor kemaritiman melibatkan ba-
nyak instansi seperti Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan,
Departemen Keuangan, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta aparat
penegak hukum di laut lainnya. ”

Salah satu implikasi dari belum adanya kejelasan visi maritim terse-
but adalah masalah-masalah yang faktual di lapangan, seperti masalah
perbatasan dengan beberapa negara tetangga, masalah infrastruktur ke-
maritiman yang masih kurang memadai seperti armada laut yang jauh
dari memadai. Perlu dikembangkan secara berkelanjutan pertahanan laut
(teknologi dan armadanya) dan teknologi kelautan yang bermanfaat bagi
nelayan, seperti radar pemantau ikan tuna. Selain itu, perlu segara dibe-
nahi relasi antarstakeholders yang berkepentingan dan memiliki otoritas
terhadap pengelolaan dan pengembangan ekonomi politik wilayah mari-
tim. Pihak tersebut tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri, Luar
Negeri, Angkatan Laut, dan Kementerian Perhubungan. Hanya dengan
strategi itu yang akan membuka peluang maksimal bagi pengembalian

kedaulatan bangsa terhadap tanah dan airnya (maritim) sendiri. Selain itu,
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visi dan strategi yang orientasi agraris tradisional harus segera diubah
haluannya ke arah paradigma maritim yang rasional dan berwawasan
global, tetapi tetap berdaulat penuh.***
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